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KEMENDAG. Ekspor. Produk Industri Kehutanan.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25/M-DAG/PER/4/2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 89 /M-
DAG/PER/10/2015 TENTANG KETENTUAN EKSPOR

PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.
b.
Mengingat o 1.

bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan
ekspor produk industri kehutanan, perlu mengubah
beberapa ketentuan dalam  Peraturan  Menteri
Perdagangan Nomor 89/M-DAG/PER/10/2015 tentang
Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 89/M-
DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk

Industri Kehutanan;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5512);
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Menetapkan

2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 89/M-
DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk
Industri Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1554);

3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-
DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 89/M-DAG/PER/10/2015 TENTANG KETENTUAN
EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN.

Pasal I
Beberapa ketentuan dan lampiran dalam Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 89/M-DAG/PER/10/2015 tentang
Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan diubah sebagai

berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 1

1. Produk Industri Kehutanan adalah produk kayu
olahan dan turunannya serta barang jadi rotan.

2. Kayu adalah bagian dari batang pohon yang
mengandung kambium (ligno selulosa) tidak
termasuk bambu dan/atau sejenisnya.

3. Dokumen V-Legal adalah dokumen yang
menyatakan bahwa produk kayu tujuan ekspor
memenuhi standar verifikasi legalitas kayu
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

4. Lembaga  Verifikasi Legalitas Kayu yang
selanjutnya disingkat LVLK adalah lembaga



